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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis
dapat memberikan kesimpulan bahwa selama ini pengangkatan pejabat struktural di
lingkungan PNS di Kota Y ogyakarta belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena
dari enam indikator yang digunakan dalam proses pengangkatan pejabat struktural
yakni syarat kualifikasi , kompetensi, dan penilaian kerja, kepangkatan, pertimbangan
Baperjakat, prestas kerja, latar belakang pendidikan, dan asesmen psikologis. Masih
ada dua indikator yang belum berjalan secara baik, yaitu latar belakang pendidikan
yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip profesionalisme dalam penempatan PNS
pada jabatan struktural. Latar pendidikan sangat menentukan kinerja PNS dalam
lingkungan pekerjaannya. Selain itu, ada indikator lain yang belum sepenuhnya
berjalan secara baik, yaitu prestasi kerja. Prestasi kerja bertujuan untuk menila kinerja
PNS selama masa kerja satu tahun dalam setigp instansi dimana PNS tersebut

ditempatkan

B. Saran
Pengisian jabatan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sebagal
bagian dari proses mangemen PNS di lingkungan pemerintahan Kota Y ogyakarta.
Kedepannya dihargpkan harus ada sistem seleks terbuka yang diterapkan untuk
pengisian jabatan di lingkungan PNS di Kota Yogyakarta dengan tujuan mengatasi
KKN. Sistem seleks terbuka sebagai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
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tentang Aparatur Sipil Negara sebenarnya bertujuan untuk menempatkan orang-orang
terbaik di jabatan pimpinan tinggi kementrian atau lembaga pemerintahan daerah.
Penempatan orang-orang terbaik harapannya akan membuat birokrasi lebih baik dalam
menyel enggarakan pemerintahan dan melayani publik. Selain itu, dengan sistem seleksi
terbuka, diharapkan tidak ada lagi penunjukan peabat struktural hannya berdasarkan

kedekatan atau penyuapan, seperti yang tergjadi selamaini.
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